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Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur hukum jika terjadi wanprestasi pada perjanjian kerja tentang jaminan kesejahteraan karyawan, serta bagaimana jaminan kesejahteraan bagi karyawan yang di PHK karena wanprestasi oleh pihak perusahaan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan cara  mengkaji bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, jurnal-jurnal, artikel-artikel juga bahan-bahan yang di dapat melalui online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur Penyelesaian jika terjadi wanprestasi perjanjian kerja dapat dilakukan penyelesaian melalui penyelesaian bipartid, penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Selain itu Untuk menjamin kesejahteran para karyawan atau pekerja/buruh yang mengalami PHK, maka Perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan berupa kewajiban pengusaha membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja yang di PHK yang di atur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 pasal 1 ayat (4) Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Serta undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 
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1. [bookmark: _Toc2][bookmark: _Toc292564711]Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, manusia dipaksa untuk produktif menciptakan ekonomi yang kuat guna dapat bersaing dengan manusia yang lain dan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi bersaing dengan negara yang lain. Dalam persaingan tersebut sebuah negara membutuhkan perusahaan yang dimiliki oleh negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun yang dimiliki oleh pihak swasta. Dalam menjalankan roda perusahaan, tentu perusahaan tersebut membutuhkan teknologi dan tenaga manusia untuk menjalankan mesin produksi perusahaan. Tenaga manusia sangat fundamental dalam produksi perusahaan. Tenaga manusia bukan saja dibutuhkan untuk menjalankan mesin perusahaan melainkan juga untuk mengelola keuangan perusahaan. Tenaga manusia dituntut untuk memastikan pendapatan perusahaan harus stabil. Ketika pendapatan sebuah negara stabil maka kesejateraan dari tenaga pekerjanya juga akan dijamin dengan baik. Regulasi tentang hak kesejahteraan dan kewajiban perusahaan dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah dan juga terkandung Asas-Asas dalam berkontrak yang memiliki kedudukan hukum yang sama kuat. upaya hukum tersebut guna melindungi hak pekerja dan menjamin terlaksananya kewajiban dari pihak perusahaan yang melakukan kontrak atau perjanjian pra kerja untuk menghindari atau menimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.[footnoteRef:1]  [1:         Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88-89] 

Pemutusan hubungan kerja adalah atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja oleh perusahaan kepada pekerjanya karena terjadi sebab tertentu. [footnoteRef:2]Phuty Umul Amaliah mengutip pendapat Sedarmayanti[footnoteRef:3] bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan suatu kondisi dimana tidak bekerjanya seorang karyawan di suatu instansi dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja antara karyawan dan instansi atau masa kontraknya telah berakhir.Dalam dewasa ini sering kita jumpai kasus dimana perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan berbagai alasan termasuk di antaranya adalah karena adanya pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Namun pemutusan hubungan kerja tersebut tidak di beringi dengan pemenuhan hak karyawan yang di PHK atau dapat di katakan sebagai perbuatan wanprestasi oleh perusahaan.  [2:         Sri Zulhartati, ‘Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan          Perusahaan’, Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, 1.1 (2010), 77–88   <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/download/382/385>.]  [3:         Phuty Umul Amaliah , ‘Pemutusan Hubungan Kerja Dan Dampak Yang Menyertainya’, Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Era Revolusi Industri 4.0, 1, 2019, 171–73.] 


2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif (Normative law research) yaitu menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum, dengan mengkaji undang-undang yang terkait dengan judul penelitian yakni tentang ketenagakerjaan. Adapun pokok kajian yang digunakan adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku pada negara dan masyarakat sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[footnoteRef:4] [4:         Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, kencana prenada, Jakarta, 2005, hlm 22] 

Dalam penelitian hukum, analisa bahan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada didalam suatu penelitian. Pada dasarnya penelitian hukum tidak menggunakan bahan-bahan, bahan-bahan yang dimaksud adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat autoratif, adalah bahan yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan dokumen-dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku dan teks atau karya ilmiah yang dibuat oleh ahli hukum yang berpengaruh baik itu berupa jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian.[footnoteRef:5]Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu normative, maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum pada topik penelitian.[footnoteRef:6] [5:         Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya:Bayumedia, 2008), hlm.295]  [6:         Ibid] 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian terhadap hasil pengelolaan data. Adapun analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, dasar dari penelitian ini menggunakan analisis secara normative, dikarenakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah pada kajian-kajian teoritis dalam bentuk asas-asas, konsep serta kaidah-kaidah hukum.
Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis deskripsi, interpretasi, evaluasi dan kemudian sistematisasi, teknik deskriptif yaitu dengan menguraikan suatu yang menjadi isu hukum pada topik penelitian:
1. Teknik interpretasi, atau penafsiran menggunakan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai dengan tujuan disistematisasikan sesuai dengan pembahasan atas pokok permasalahan dalam penelitian ini.
2. Teknik deskripsi, yaitu Teknik dengan menguraikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-proposisi hukum yang dijumpai.
3. Teknik evaluasi, ialah penilaian berupa tepat atau tidak tepatnya, sah atau tidaknya, sepaham atau tidaknya, dan benar salahnya oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan norma, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[footnoteRef:7]  [7:         KB Larantukan, Metode Penelitian, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017, hlm 7] 

4. Teknik Sistematisasi, ialah berupaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
Selanjutnya hasil dari Teknik diatas kemudian dilakukan analisis berdasarkan isinya (content analysis), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu Teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematik dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri.[footnoteRef:8] [8:         Darmiyati Zuhdi, Penelitian Analisis Kontent, Lembaga Penelitian IKIP, Yogyakarta 1993, hlm1] 

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode destruktif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitan hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.



3. Prosedur Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja tentang Jaminan Kesejahteraan Karyawan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau berprestasi buruk karena kelalaian.[footnoteRef:9] Dalam konteks perjanjian kerja, wanprestasi dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah di sepakati dalam perjanjian kerja, seperti jaminan kesejahteraaan kariawan.[footnoteRef:10] Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja maka pekerja / atau buruh yang merasa di rugikan dapat melakukan penyelesaian melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.[footnoteRef:11]  [9:        Tim Hukumonline, ‘Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Cara Menyelesaikannya’, 2022 <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>. Di akses pada tanggal 10 Januari 2024.]  [10:        Ibid.]  [11:         Ibid.] 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika terjadi wanprestasi pada perjanjian kerja di ataur dalam pasal 80 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.[footnoteRef:12] Pasal ini mengatur bahwa pekerja/ buruh yang merasa di rugikan akibat wanprestasi perjanjian kerja dapat melakukan penyelesaiaan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.[footnoteRef:13] Penyelesaian perselisiahan hubungan industrial dapat di lakukan melalui beberapa cara. Penyelesaian tersebut di antaranya adalah penyelesaian melalui bipartid, penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. [12:         INDONESIA, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’ <https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2020uuciptaker11.pdf>. di akses pada tangga 10 januari 2024.]  [13:         Ibid.] 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerja, maka proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat di lakukan. Gugatan wanprestasi adalah suatu proses hukum yang di lakukan apabila salah satu pihak dalam suatu kontrak tidak memenuhi kewajiban yang telah di sepakati. Dalam hal sengketa tidak dapat di selesaikan melalui tahapan-tahapan yang telah di jelaskan sebelumnya maka pihak yang merasa di rugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Rumusan ini menunjukkan bahwa semua jenis perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan lewat Pengadilan Hubungan Industrial.[footnoteRef:14] Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004[footnoteRef:15] menegaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus (a) di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, (b) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, (c) di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan (d) di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat buruh. Untuk dua jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja ada upaya hukum, yaitu upaya hukum kasasi. Untuk dua perselisihan, yaitu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh tidak ada upaya hukum. [14:        M.H. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., ‘Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial’ <http://abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/PENYELESAIAN-PERSELISIHAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL.pdf>.]  [15:         Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial’, Presiden Republik Indonesia, 1, 2004, 1–103 <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/2.pdf>.] 


4. Jaminan Kesejahteraan Bagi Karyawan Atas Wanprestasi yang Dilakukan oleh Perusahaan Terhadap Karyawan yang di PHK Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pemutusan hubungan kerja pada dasarnya merupakan masalah yang kompleks karena mempunyai kaitan dengan pengangguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja singkatnya berpengaruh terhadap kesejahtraan para karyawan atau pekerja/buruh yang di PHK. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, maka permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan topik permasalahan karena menyangkut kehidupan manusia. Pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kerja merupakan awal kesengsaraan karena sejak saat itu penderitaan akan menimpa tenaga kerja itu sendiri maupun keluarganya dengan hilangnya penghasilan. Namun dalam praktik, pemutusan hubungan kerja masih terjadi dimana-mana.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu kegiatan pengakhiran hubungan kerja yang di sebabkan oleh hal-hal tertentu dan berujung kepada berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan/majikan.[footnoteRef:16] Masih banyak kita jumpai perusahaan yang melakukan pemutusan kerja  kepada pekerjanya tetapi tidak/belum melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, mengakibatkan banyak pula pekerja yang merasa di rugikan terhadap tidak terpenuhinya hak-hak mereka setelah menjadi korban PHK perusahaan. Begitu banyaknya kasus terkait lalainya perusahaan dalam memenuhi kewajibanya kepada  pekerja yang telah di PHK berdampak langsun, pada meningkatnya kasus Hubungan Industrial. [16:         Negara Indonesia, ‘Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, 052692, 2020.] 


5. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan 
1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika terjadi wanprestasi pada perjanjian kerja di ataur dalam pasal 80 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Pasal ini mengatur bahwa pekerja/ buruh yang merasa di rugikan akibat wanprestasi perjanjian kerja dapat melakukan penyelesaiaan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisiahan hubungan industrial dapat di lakukan melalui beberapa cara. Penyelesaian tersebut di antaranya adalah penyelesaian melalui bipartid, penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
2. Untuk menjamin kesejahteran para karyawan atau pekerja/ buruh yang mengalami PHK, maka Perlindungan hukum yang dapat diterima oleh pekerja yang mengalami yakni pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja yang di PHK yang di atur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2021 pasal 1 ayat (4) tentang PKWT, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan PHK. Serta undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja menetapkan bahwa pengusaha berkewajiban membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima kepada pekerja yang di PHK. 
B. Saran
1. Diharapkan sudi kiranya semua perusahaan ketika hendak melakukan penerimaan kerja kepada para pekerja, membuat surat perjanjian kerja tertulis dan legalitas yang berisikan tentang sistem kerja, waktu kerja, gaji, THR, PHK dan sanksi baik dari perusahaan itu sendiri ataupun para pekerja ketika lalai atau melakukan kesalahan dan tanggung jawab dalam bekerja. Agar ketika sewaktu-waktu terjadi hal-hal diluar kondisi dan situasi yang tidak di inginkan, pekerja dapat mengerti dan memakluminya. Kemudian, sebaiknya perusahaan juga menyerahkan salinan perjanjian tertulis dan kontrak kerja kepada karyawan agar karyawan dapat memahami hal-hal terkait dengan sistem kerja secara lebih baik dan detail.
2. Diharapkan sudi kiranya bagi setiap pekerja yang di PHK mengusahakan agar gaji dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Kemudian setiap melamar kerja dan diterima kerja, ada baiknya pekerja meminta surat salinan kontrak kerja agar dapat membaca dan memahami kontrak kerja dengan lebih seksama.
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